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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis 

dan data-data yang diperoleh, penulis menyajikan data hasil peneliti beserta 

analisis pada pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti tersebut 

menjawab rumusan masalah tentang “Implementasi kebijakan alokasi dana 

desa (Add) di Desa Wadukopa kabupaten bima tahun 2020 serta faktor 

penghambat dan pendukungnya. Yang dimulai sejak tanggal 26 januari 

samapi dengan tanggal 26 juli”. Maka dapat ditarik kesimpulan 

1. Implementasi dana desa di Desa Wadukopa sudah berjalan tetapi 

pengunanya tidak sesuai denga ketentuan permendes no 5-2015 tentang 

priorita penguna dana desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah 

desa yang dilaksanakan pemerintah desa dengan BPD atau unsure 

masyarakat yang mewakili untuk menentukan kebijaka-kebijakan strategis 

yang di uangkan dalam RKPDes danAPBDes setiap tahunnya. Hal ini 

dikarenakan kepela desa selaku kuasa penguna anggaran menutup 

informassi yang terkait dengan dana desa serta pengunanya dan 

mengunakan wewenang secara penuh dala menentukan prioritas belanja 

desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tampa melakukan 

musyawarah desa terlebih dahhulu. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan dana desa tidak 

berjalan dengan baik, yaitu: 
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a. Tidak ada komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat desa terhadap 

penyelenggaraan pemerintah. 

b. Sumber daya manusia yang ada di desa terbatas dan kapasitasnya belum 

memadai, baik masyarakan maupun aparat desa. 

c. Disposisi atau perilaku pelaksanaan kebijakan yang tertutup dan tidak 

trasparan dalam pengelolaan anggaran desa. 

d. Struktur birokrasi atau kerja sama yang berjalan antara perintah desa 

dengan BPD tidak berjalan baik. 

5.2 Saran 

Dalam peneltian ini tentunya penulis memiliki beberapa saran demi 

kebaikan para peneliti selanjutnya, dan jangan untuk para pemangkul 

kepentingan dalam hal ini paaraa pemerrintah terkait. 

1. Peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar mempunyai waktu yang 

lebih lama dalam proses peneliti sehingga dapat menggalih informasi 

yang lebih detai. 

b. Untuk peneliti selamjutnya diharapkan bisa ikut telibat dalam program-

program ADD sehinga peneliti dapat lebih mudah untuk mendapatkan 

informs. 

2. Pemangkul kepentingan pemerintah 

a. Prinsip pengelolaan ADD dipegang teguh, dimana ADD dilaksanakan 

secara transparan diketahui oleh masyarakat luas. 



63 

 

b. Memfungsikan peran serta lembaga kemasyarakatan desa sesuai tugas 

pokok dan fungsinya. 

c. Adanya pelatihan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh perangkat 

desadan juga kepada masyarakat agar dana ADD bisa berjalan dengan 

maksimal. 
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